BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar  Belakang
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program - program prioritas berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan OPD  merupakan penjabaran dokumen perencanaan sebagai Landasan  Operasional Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mencakup sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan memperhatikan isu-isu strategis dimasyarakat maupun merujuk pada pencapaian target (RENSTRA OPD) untuk menjaga kesesuaian dan keselarasan arah pembangunan dan mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun  2020  tetap mengarah pada visi, misi dan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Kota Bekasi)
Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kegiatan kinerjanya, sedangkan program yang disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan SKPD. 
Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rincian sistematis dari program yang akan dilaksanakan. 
Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan yang meliputi masukan (Input), keluaran (Output).
Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4.421) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 Nomor 21,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusun, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lampiran VI tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA SKPD) bahwa penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2019
 berpedoman kepada RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
Keterkaitan Dokumen Perencanaan  RENSTRA, RENJA, TAPKIN, 
& LAKIP adalah sebagai berikut :

Keterkaitan Sistem Akuntabilitas dan Anggaran Berbasis Kinerja


1.2. Landasan Hukum
Pelaksanaan penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi dengan memperhatikan kepada dasar hukum yang melandasi pelaksanaan RENJA :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .(Lembar Negara Republik Indonesia Th. 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4.437) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Th. 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Th. 2005 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Th. 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 548);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran VI Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi  No.06 Th. 2008 tentang Pembentukan Pemerintah  Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 06 Seri D);
11. Peraturan Walikota Bekasi No. 46 th.2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi no. 62 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Bekasi;
12. Peraturan Walikota  Bekasi no. 19 tahun 2010 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi.(RKPD)
13. Peraturan Wali Kota Bekasi No.82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi.
1.3. Maksud dan Tujuan
1) Maksud
Maksud penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  Tahun 2019 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2) Tujuan 

1. Menciptakan sinergitas perencanaan antar bidang dan stakeholder wilayah, antar bidang dan antar OPD melalui dokumen Perencanaan Pembangunan;
2. Optimalisasi dan efisiensi  sumber daya  pembangunan perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mencapai target pembangunan sesuai dengan RPJMD;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tahapan dan proses perencanaan pembangunan di Kota Bekasi.
1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan  Rencana Kerja merupakan Laporan Rutin Tahunan yang dibuat oleh OPD untuk untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi. 

Penyusunan RENJA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2019 Disusun ini sebagai tindak lanjut  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran VI tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja satuan perangkat daerah (RENJA OPD).
BAB I.
PENDAHULUAN 


Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai : Gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang


Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja 0PD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen 0PD, Renstra OPD,  dengan Renja K/L dan Renja Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 
1.2. Landasan Hukum



Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan


Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUD TAHUN 2018
2.1.
Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian          Renstra OPD.



Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target  Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu,  dan realisasi renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.
2.2
Analisis Kinerja Perangkat Daerah
2.3.   Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
2.4. 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. 
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
2.6
Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi
BAB III.  
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. 
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
3.2. 
Program dan Kegiatan

a. Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. 
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan.
BAB IV.  
PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa cacatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI TAHUN 2018
2.1. 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.











Pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 dan Tugas Pokok & fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi (Peraturan Walikota Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi merupakan Dinas yang membantu  Wali Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum Bidang Pariwisata dan Kebudayaan (Perwal Bekasi Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi )

Berdasarkan tugas pokok & fungsi tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi melaksanakan kegiatan tahun 2018 sesuai dengan rencana kerja, berpegang pada visi, misi, tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas.
2.1.1 Evaluasi Capaian Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2018.
Pelaksanaan Kegiatan tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Perda Nomor      Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Perwal Nomor      Tahun 2018  tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota No. 01 Tahun 20178 tentang Penjabaran  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.
Adapun rincian pelaksanaan Program/ Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dalam pencapaian indikator program/target Rencana Strategis maupun RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.830.146.000,-
B. Belanja Langsung Penunjang Urusan sebesar Rp. 2.140.634.000,-           yang terdiri dari 4 Program dan 16 Kegiatan terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.875.634.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 156.500.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.500.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 50.000.000,-

C. Belanja Langsung Urusan sebesar Rp. 6.814.874.000,- yang terdiri dari 2 Program dan 19 kegiatan terdiri dari :
1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.310.811.800,-

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan pagu anggaran sebesar Rp. 194.700.000,-
D. Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Penunjang Langsung Urusan (BLPU) & Belanja Langsung Urusan (BLU) dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.632.096.503 ,- sebesar  93,51% yang terdiri dari : 
1. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.202.934.274.,- dengan persentase 92,89 %

2. Realisasi Belanja Penunjang Langsung Urusan Rp.1.888.531.574,- dengan persentase 88,22 % yang terdiri dari 4 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.652.937.974,- dengan persentase 88,13%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 146.686.600,- dengan persentase 93,73%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 58.500.000,- dengan persentase 100%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar 30.407.000,- dengan pesertase 60,81%

3. Realisasi Belanja Langsung Urusan Rp. 2.130.318.800,- dengan persentase 95 % yang terdiri dari 2 Program yaitu :
1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebesar Rp. 2.130.318.800,- dengan persentase 64,34%
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata sebesar Rp.0,-  dengan persentase 0 %.
Keterangan :
1. Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai
2. Penyerapan anggaran tahun 2018 sampai engan tanggal 31 Desember 2018 Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) dan Belanja Langsung Urusan (BLU) sebesar Rp. 4.018.850.374 atau sebesar 71,18 %. Rendahnya serapan anggaran tahun 2018 disebabkan adanya tunda bayar terhadap beberapa kegiatan.
2.1.2 Evaluasi Capaian RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi Tahun 2013 – 2108

Untuk mencapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang terdapat pada tabel berikut ini:
A. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI PADA RPJMD 2013-2018
	NO
	INDIKATOR SASARAN
	Target 2018
	Capaian  2018

	
	
	
	

	1.
	Sarana Penyelenggaraan seni dan budaya yang representative
	
	1 Gedung Indoor


Keterangan :

1. Target di dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018  tahun 2016 adalah satu gedung Outdoor dan pada tahun 2018 adalah satu gedung Indoor
2 Realisasi nya adalah Pembangunan gedung kesenian Indoor yang dilaksanakan oleh Dinas  Bangunan dan Kebakaran dengan menggunakan  Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 4.200.000.000 dan pada tahun anggaran 2017 dana dari propinsi sebesar Rp.4.200.000.000
3 Kondisi fisik bangunan gedung kesenian sampai dengan tahun 2017 sudah 100 %, dan selanjutnya pengadaan sarana dan prasarana yang  dilaksanakan pada tahun anggaran 2018
	NO
	INDIKATOR SASARAN
	Target 2018
	Capaian  2018

	
	
	
	

	2.
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah
	17,70 %
	21,64 %



Keterangan :
1. Di dalam RPJMD Perubahan 2013 - 2018 pada Indikator sasarannya terdapat Konstribusi sektor  pariwisata terhadap pendapatan daerah dengan target pada tahun 2017 sebesar 15,97 %.
2. Pendapatan daerah sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan dinas teknis yang mengeluarkan rekomendasi izin usaha jasa  kepariwisataan, sedangkan yang menangani pendapatan daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

4. Tahun 2018 target Indikator sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah adalah 17,70 % dan realisasinya adalah 21,64 %.

5. Realisasi pendapatan daerah sektor pariwisata adalah :

1. Pajak Hotel                          Rp.    29.364.925.323
2. Pajak Restoran                    Rp.  271.583.636.998
3. Pajak Hiburan                      Rp.    42.389.733.638    
  Jumlah                             Rp.  343.338.295.959
Total pendapatan asli daerah      Rp.1.586.618.222.167
B. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  RENCANA STRATEGIS  DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BEKASI  
	
NO
	INDIKATOR SASARAN
	Target 2018
	Capaian 2018

	
	
	
	

	1
	Persentase sanggar seni budaya yang aktif
	80%
	80%



Jumlah sanggar  seni dan budaya yang aktif pada tahun anggaran 2018 berdasarkan rekom yang dikeluarkan bidang kebudayaan adalah :
1. Sanggar Wayang Ajen
2. Sanggar Putra Budaya

3. Sanggar Pesona Laras
4. Sanggar Sumber Jaya

5. Sanggar Nyimeh Putra

6. Sanggar Seli Asih

7. Sanggar Setia Bersama

8. Sanggar Mandiri Jaya / Cahaya Mustika

9. Sanggar Chinglung

10. Sanggar Linggar Pakuan

11. Sanggar Indra Kusuma

12. Sanggar Sinar Budaya

13. Sanggar Duta Kreasi Seni (DKS)

14. Sanggar Mekar Mandiri

15. Sanggar  Group

16. Sanggar Laras Putbintari

17. Sanggar Ich”i Entertaiment

18. Sanggar Irma Irama

19. Sanggar Trisna Manggala

20. Sanggar Pajajaran

21. Sanggar Tirta Budaya

22. Sanggar Restu Kasepuhan

23. Sanggar Jasmine

24. Sanggar Komara Pasundan

25. Sanggar Seni Beladiri Laskar Betawi Melati

26. Sanggar Budaya Betawi Bekasi Bocah Ledok

27. Sanggar Prasasti

28. Sanggar Mekar Pasundan

29. Sanggar Pusaka Muda

30. Sanggar Mekar Wangi 2

31. Sanggar Gita Patriot

32. Sanggar Citra Mahkota

33. Sanggar Cipta Budaya Nusantara

34. Sanggar Arta

35. Sanggar PPSDPK

36. Sanggar  Djikin

37. Sanggar Ariesta

38. Sanggar Kreasi Puspita

39. Sanggar Eka Budaya

40. Sanggar Mekar Jaya

41. Sanggar Syalwa Nusantara

42. Sahabat Sampah Smile Management

43. Sanggar Pandawa

44. Sanggar Narashansha

45. Sanggar Ganesha
             Keterangan :
              Sumber data dari Dinas Pariwisata dan            Kebudayaan tahun 2018 berdasarkan rekom yang dikeluarkan oleh bidang pengembangan kesenian. 
             Persentase sanggar seni yang aktif tahun 2018 adalah 80 %   dan realisasinya  80 %  dari 60 sanggar seni yang ada di Kota Bekasi.

	NO
	INDIKATOR SASARAN
	Target 2018
	Capaian  2018

	
	
	
	

	2.
	Persentase benda cagar budaya, situs dan monumen dalam kondisi baik 
	100 %
	100%


Pemeliharaan benda cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi berdasarkan  Surat Keputusan Wali Kota ekasi No : 451/Kep.255.Porbudpar/VI/2011  tentang Penetapan Bendaa Bersejarah di Kota Bekasi, terdapat 8 situs cagar budaya yang wajib dilaksanakan pemeliharaan yaitu :
1. Monumen Sejarah Perjuangan Kali Bekasi

2. Tugu Pahlawan Bekasi

3. Gedung Papak

4. Tugu Agus Salim

5. Sumur Binong

6. Sumur Batu

7. Sumur Bandung

8. Rumah Adat

Indikator “ Persentase cagar budaya,situs dan monumen dalam kondisi baik “ diukur dari berapa persen yang telah dilakukan pemeliharaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 dan Rencana Strategis (Renstra 2013-2018) .
Adapun tahapan pelaksanaaan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya,situs dan monumen di Kota Bekasi sebagai berikut :

Pelaksanaan pemeliharaan benda cagar,situs dan monumen di Kota Bekasi :

	NO
	Cagar Budaya
	Penataan/pemeliharaan
	Tahun
	Ket

	1
	Gedung Pakpak
	- Pembuatan Plang
- Pembuatan Prasasti
	2014
	

	2
	Tugu Pahlawan Bekasi
	- Pembuatan Plang
- Pembuatan Prasasti

- Pengecetan Monumen
	2014
2016
	

	3
	Tugu Agus Salim
	- Pembuatan Plang
- Pembuatan Prasasti

- Pengecatan
	2016
	

	4
	Sumur Batu Bantar Gebang
	- Pembuatan Plang
- Pembuatan Prasasti
	2016
	

	5
	Monumen Sejarah Perjuangan Kali Bekasi
	- Pembuatan Plang
- Pembuatan Prasasti

- Pembuatan Gazebo

- Pembuatan Kamar  Mandi/wc

- Pembuatan   Sumur+mesin Ar
	2017
	

	6
	Sumur Bandung
	- Pembuatan Plang
- Pembuatan Prasasti

- Perapihan sumur dan Pengecatan

- Pasang Ubin sekitar sumur.
	2017
	

	7
	Sumur Binong
	- Pembuatan Plang
- Pembuatan Prasasti
	2017
	

	8
	Rumah Adat Olot Kisan
	- Pembuatan Plang

- Pembuatan Prasasti

- Pengecetan Pagar

- Perbaikan atap

- Pengecatan Rumah Panggung
	2016

2017
	


                     Pemeliharaan terhadap benda cagar budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi   telah selesai di laksanakan pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 dikeluarkan Keputusan Walkota No.430/Kep.321-Disparbud/VII/2018  tentang Penetapan Tempat dan Bangunan Bersejarah di Kota Bekasi   sejumlah 19 situs yaitu :

1. Klenteng Hok Lay Kiong

2. Makam Tubagus Syech Muhidin

3. Makam Ratu Mayang

4. Makam Ringin

5. Makam Kyai Kondang Jati Kramat

6. Makam Bambu Kuning

7. Masjid dan Makam Kramat Syech Muhamad Suhaemi

8. Rumah Adat Imah Panggung Kranggan
9. Makam Mbah Raden

10. Sumur Keramat Lebak

11. Makam Keramat Uyut Caringin
12. Makam Uyut Jawa dan Kitab Kuno

13. Tugu Tapal Batas

14. Makam Wa Ecok

15. Makam Kramat Pangeran Mangkubumi (Kumpi Mang)

16. Makam Benda

17. Masjid Tua Nurul Huda Jati Makmur

18. Tugu Revolusi
19. Rumah Adat Olot Nesan 

	NO
	INDIKATOR SASARAN
	Target 2018
	Capaian  2018

	
	
	
	

	3
	Jumlah kunjungan wisatawan
	     662.174

	     922.046




                     Wisata yang berkembang  di Kota Bekasi adalah wisata belanja dan wisata kuliner  yang ditandai dengan tumbuhnya pusat perbelanjaan   dan kawasan wisata kuliner. Karena wisata alam / buatan belum  ada di Kota Bekasi maka indikator “ Jumlah kunjungan wisatawan”  dihitung dari tamu kunjungan hotel.

             Untuk tahun 2018 target kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara adalah  662.174 orang dan realisasinya adalah 922.046 orang  dari 38 jumlah hotel yang ada di Kota Bekasi mulai dari hotel non bintang sampai dengan hotel bintang 4 (empat).

	
	
	
	Tabel 2.1

	
	
	
	REKAPITULASI  EVALUASI  HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN STRATEGIS

	
	
	      
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN   TAHUN 2018

	
	
	
	PEMERINTAH KOTA BEKASI

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	 
	
	

	KODE REKENING
	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM  (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)
	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA 2018
	REALISASI TARGET KINERJA  HASIL PROGRAM DAN OUTPUT KEGIATAN s/d TAHUN 2017
	TARGET DAN REALISASI KINERJA  PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018
	TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENJA TAHUN 2019
	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA s/d TAHUN 2018

	
	
	
	
	
	TARGET
	REALISASI
	Tk. REALISASI (%)
	
	REALISASI CAPAIAN
	TINGKAT CAPAIAN (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=7/6*100
	9
	10=(5+7+9)
	11=(10/4)*100

	
	
	
	 
	BIDANG KEBUDAYAAN
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Penyelenggaraan Festival
	45
	34
	11
	16
	145 %
	
	50
	 111 %

	
	
	
	
	Pemeliharaan Cagar Budaya
	Jumlah cagar budaya yang dilakukan pemeliharaan
	8 situs
	8 situs
	4
	4
	100
	8 situs
	8 situs
	100%

	1.17. 
	1.18. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19. 
	
	
	
	Pembangunan Tugu Pasodaraan Kel. Jatiwarna
	Terbangunnya tugu pasodaran di kelurahan Jati Warna
	1 unit
	0
	0
	0
	0
	1  unit
	
	

	1.20. 
	
	
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kesenian
	Tersedianya gedung kesenian
	1 paket
	0
	0
	0
	0
	1 paket
	
	

	1.21. 
	
	
	
	PenyelenggaraanFestival dan Lomba Siswa nasional (FLS2N) Tk. SD/SMP/SMA
	Terlaksananya FLS2N Tk. Kota Bekasi dan terpilihnya juara 1 mewakili Kota Bekasi di Tk.Prop Jabar
	22 cabang seni
	21 cabang seni
	15 cabang seni
	15 cabang seni
	100%
	2 event
	21 cabang seni/ 2 event
	95,45 %

	1.22. 
	
	
	
	Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah (Dalam Rangka Peringatan Hari-hari Besar)
	Terselenggaranya festival seni budaya Kota Bekasi dalam rangka HUT Kota Bekasi dan HUT RI
	21 event
	16 event
	3 event
	3 event
	100 %
	5 event
	3 event
	90,47 %

	1.23. 
	
	
	
	Lomba Bedug dan Marawis Tk. Kota Bekasi
	Terselenggaranya lomba qosidah tk, Kota Bekasi
	
	
	1 event
	1 event
	100 %
	
	1 event
	100 %

	1.24. 
	
	
	
	Jelajah Budaya dan Sejarah Kota Bekasi
	Pengenalan sejarah dan promosi budaya Kota Bekasi
	
	
	3 kecamatan
	3 kecamatan
	100%
	
	3 kecamatan
	100%

	1.25. 
	
	
	
	Pemilihan abang mpok bekasi
	Terselenggaranya pemilihan abang mpok kota bekasi dan terpilihnya duta wisata kota bekasi
	75 orang
	60 orang
	15 orang
	18 0rang
	100%
	18 orang
	78 orang
	100%

	
	
	
	
	Gebyar bekasi festival
	Terselenggaranya Gebyar bekasi festival
	
	2 event
	1 event
	1 event
	100%
	1 event
	3 event
	100%

	
	
	
	
	Festival Seni Budaya se Jawa Barat
	Penyelenggaraan festival seni budaya Jawa Barat
	
	26 tim kab/kota
	6 tim
	6 tim
	100%
	1 event
	1 event
	100%

	
	
	
	
	Promosi Seni Budaya Bekasi
	Terlaksananya promosi seni budaya di Kota Bekasi
	 
	
	2 hotel     2 mall
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Promosi pariwisata nusantara dlm keg. Apeksi 2018
	Keikut sertaan promosi pariwisata Kota Bekasi di apeksi
	21 event
	8 event
	1 event
	1 event
	100%
	1 event
	1 event
	42,86%

	
	
	
	
	Pengadaan Alat Keseniaan  dan Gelar Budaya
	Tersedianya alat kesenian dan gelar budaya
	5 paket
	2 paket
	1 paket
	1 paket
	100%
	1 paket
	3 paket
	60%

	
	
	
	
	Gelar Budaya Tk. Kecamatan


	
	12 kecamatan
	4 kecamatan
	4 kecamatan
	kecamatan 
	100%
	4 kecamatan
	6 kecamatan
	50%

	
	
	
	
	Gelar Budaya Kec. Pondok Melati
	
	
	
	1 event
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Pasanggiri Angklung Tk. Kota Bekasi
	Kejuaran Angklung Tk. SD, SMP, SMA se Kota Bekasi
	5 event
	2 event
	1 event
	1 event
	100%
	
	3 evet
	60%

	
	
	
	
	Pengembangan destinasi pariwisata
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Penyusunan Naskah akademik dan raperda Kepariwisataan
	
	
	
	1 dokumen
	1 dokumen
	100%
	1 dokumen
	1 dokumen
	

	
	
	
	
	Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Duta Harapan
	
	
	1 lokasi
	
	
	
	
	1 lokasi
	100%

	
	
	
	
	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa Kepariwisataan dan Hiburan Umum
	Terbinanya , terlaksananya pendataan, pelatihan dan temu usaha pelaku usaha jasa kepariwisataan dan hiburan umum
	6 jenis usaha
	6 jenis usaha
	
	
	
	6 jenis usaha
	7 Jenis usaha
	100 %


2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
                    Sesuai dengan kewenangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai norma, standard, prosedur dan ketentuan (NSPK) maupun terhadap indikator kinerja kunci yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008.

                    Indikator kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi tahun  2018 telah di koordinasikan dengan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam rangka bimbingan esakip. Penetapan indikator kinerja telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan demikian setiap kegitan baik yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun yang di luar APBD dan kegiatan yang sifatnya rutin dilakukan dinas yang dilaksanakn oleh Dinas dapat diukur melalui indikator kinerja pelayanan Dinas seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas. Untuk capaian kinerja pelayanan yang di ukur melalui indikator sasaran Rencana Strategis  Dinas pada umumnya dapat dilaksanakan 100 % baik melalui kegiatan yang dibiayai APBD maupun non APBD. 
                      Adapun pencapaian kinerja pelayanan dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.


Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi (sesuai Perwal Bekasi No. 46 Tahun 2009) tentang Pembahasan Peraturan Walikota No82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mempunyai tugas sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Urusan-urusan tersebut merupakan unsur yang sangat urgent di kehidupan masyarakat di Kota Bekasi dan membutuhkan penanganan yang serius.

1. Bidang Kebudayaan

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan budaya daerah khususnya  Budaya Bekasi. Kota Bekasi sebagai kota urban penduduknya sangat heterogen, berbagai suku tinggal di Kota Bekasi. Dengan demikian budaya

nya juga mengalami pembauran yang cepat dan ini dapat menggerus budaya asli Bekasi apabila tidak dilakukan pelestarian budaya Bekasi oleh pemerintah daerah. Hal yang menjadi perhatian bidang kebudayaan adalah generasi muda Bekasi kurang mengenal sejarah perjuangan Bekasi dan tidak mengetahui  tentang benda situs cagar budaya di Kota Bekasi. Berangkat dari hal tersebut pemerintah daerah melalui bidang kebudayaan menganggap perlu melaksanakan langkah langkah untuk menangani hal tersebut. Dan ini menjadi isu strategis bidang kebudayaan ” Mempersiapkan wisata budaya siap kunjung” 
2. Bidang Pengembangan Kesenian

Bidang Pengembangan Kesenian merupakan bidang yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota No. 82 tahun 2016 yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas meliputi seni tradisi, seni kontemporer, serta sarana dan prasarana. Bidang pengembangan kesenian mempunyai tugas yang tidak ringan mengingat situasi dan kondisi saat ini, budaya luar masuk dengan cepat baik budaya daerah di luar Bekasi maupun budaya barat. Selain itu kondisi sanggar sanggar seni tradisional Bekasi kurang dapat berkembang karena :  kondisi fisik / tempat sanggar yang kurang memadai yang perlu perhatian dari pemerintah daerah dan kurangnya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk membantu sanggar sanggar seni tradisional untuk dapat mengembangkan kreasi seni nya. Yang menjadi isu strategis bidang pengembangan kesenian adalah ” Meningkatkan kreatifitas sanggar seni budaya Bekasi ”
3. Bidang Kepariwisataan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi bahwa tahun 2015 penduduk Bekasi berjumlah 2.438.000 jiwa, dengan jumlah penduduk tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyiapkan tempat rekreasi atau tempat wisata  untuk warganya. Tempat tempat yang menjadi hiburan masyarakat Bekasi adalah wisata belanja, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nya Kota Bekasi perlu memikirkan untuk menggali potensi pariwisata baik wisata alam maupun buatan. 
                Obyek wisata yang akan menjadi sasaran Dinas adalah :

a. Situ Rawa Gede

b. Situ Rawa Pulo

c. Wisata Kuliner

d. Curuq Parigi
e. Danau Duta Harapan
f. Hutan Bambu
Isu strategis bidang Pariwisata adalah : ” Belum adanya  wisata alam/buatan ”
4. Bidang Pemasaran

Bidang pemasaran mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi promosi, analisis data dan informasi serta sarana promosi. Bidang pemasaran mempunyai tugas yang tidak ringan mengingat produk yang akan dipasarkan terutama objek wisata alamnya belum dilaksanakan penataan sehingga belum siap kunjung. Selain itu kendala yang dirasakan bidang pemasaran adalah masih kurangnya sarana dan prasarana untuk melaksanakan promosi seni budaya dan pariwisata karena keterbatasan anggaran yang di alokasikan pada APBD Kota Bekasi sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan bidang pemasaran. Isu strategis bidang pemasaran adalah ” Meningkatkan sarana dan prasarana promosi  seni budaya dan pariwisata ”
2.4.      Review terhadap Rancangan Awal  RKPD
                     Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi  tahun anggaran 2020 mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi 2018  - 2023   pada misi ke 3 : “ Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing “  dengan tujuan : “ Memperkuat struktur perekononiam kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif “ dengan sasaran : 
1. Meningkatnya iklim usaha dan investasi

2. Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif

3. Memperkuat daya saing sektor prdagangan dan jasa

4. Meningkatnya daya beli masyarakat
Untuk tahun 2020 rancangan awal RKPD Kota Bekasi mengacu kepada Peraturan Pemeritah yang baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2006, dengan demikian program kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi berubah menjadi 4 program :
1. Program Promosi Pariwisata

2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Cagar Budaya
4. Program Pengembangan Kesenian

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Bekasi melalui beberapa tahapan :

1. Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kelurahan

2. Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kecamatan

3. Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat Kota Bekasi.

Setiap tahapan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota Bekasi melibatkan antara lain : RT/RW, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Stakeholders dan DPRD Kota Bekasi. Usulan kegiatan dimulai dari masyarakat melalui RT/RW  disampaikan ke tingkat kelurahan. Di tingkat kelurahan dibuat skala prioritas dan disampaikan ke tingkat kecamatan dan oleh kecamatan dibuat pula skala prioritas dan kemudian di input di sistem emusrenbang. Didalam sistem musrenbang usulan tingkat kecamatan disampaikan ke dinas terkait  untuk di verifikasi sesuai dengan kewenangan masing masing dinas.

Usulan kegiatan dari musrenbang yang disampaikan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi sebagian besar adalah usulan pengadaan alat alat kesenian. Usulan kegiatan di verifikasi apakah sesuai dengan kewenangan dinas dan dimasukkan ke rencana kerja dinas setelah disesuaikan dengan program kerja dinas.  
      2.6.   Permasalahan dan  Hambatan yang dihadapi yaitu sebagai      
               berikut :
1) Bidang Kebudayaan

Perkembangan masyarakat yang cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis tersebut pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga dalam era otonomi daerah pengelolaan kekayaan budaya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Kualitas pengelolaan yang rendah tidak hanya disebabkan oleh kecilnya alokasi anggaran, namun juga kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya. Sementara itu apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri masih rendah, antara lain keterbatasan informasi dan begitu pula halnya dengan Kota Bekasi. Letak geografis Kota Bekasi yang telah diuraikan sebelumnya mempunyai kendala-kendala yang perlu diupayakan terus-menerus. 

          1   Belum optimalnya pemeliharaan dan perawatan cagar budaya.
           2  Belum adanya gedung kesenian sebagai tempat pertunjukan       3.  Belum adanya museum sejarah perjuangan Kota Bekasi
2)  Bidang Pengembangan Kesenian
                           Dalam rangka menumbuhkan upaya upaya pelestarian, penggalian, pengembangan seni dan budaya yang menjadi identitas Kota Bekasi jangan sampai punah oleh kemajuan zaman diperlukan langkah langkah pemerintah daerah untuk melestarikan seni budaya khas Bekasi. Permasalahan yang di hadapi pemerintah daerah di dalam melestarikan seni budaya Bekasi antara lain :
1. Minimnya pembinaan terhadap sanggar seni tradisional di Kota Bekasi

2. Masih minimnya promosi kesenian Kota Bekasi ke luar daerah baik dalam negeri maupun luar negeri
3. Masih banyaknya sanggar yang alat keseniannya sudah rusak/kusam tidak mempunyai biaya untuk pemeliharaan alat kesenian.
4. Belum adanya gedung kesenian tempat ber kreasinya para pelaku seni

3)  Bidang Kepariwisataan

                             Tidak memiliki daerah tujuan wisata yang potensial, disebabkan letak geografis Kota Bekasi sebagai penyangga Ibukota dimana sebagian besar masyarakat Kota Bekasi merupakan masyarakat pendatang yang mencari nafkah di Ibukota dan bertempat tinggal di Bekasi.

            Sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa ruang lingkup usaha pariwisata begitu luas dan kompleks, yang meliputi usaha objek , usaha sarana pariwisata  dan hiburan umum, yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dan terus menerus. Pengawasan izin usaha kepariwisataan dilaksanakan dengan cara monitoring maupun pengendalian dengan usaha kepariwisataan perizinan dalam rangka tertib perizinan dan perlu adanya telaahan tentang Tata Tertib Operasional Tempat Hiburan Umum Kota Bekasi karena tidak sesuai dengan kondisi dilapangan saat ini.
            Permasalahan yang dihadapi bidang pariwisata di dalam pelaksanaan tugas bidang antara lain :
1.   Belum adanya  wisata alam/buatan
2.   Kurangnya regulasi yang mengatur usaha jasa kepariwisataan

3.  Belum adanya masterplan kepariwisataan Kota Bekasi
4.  Kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan kepariwisataan.

4) Bidang Pemasaran
                         Permasalahan yang di hadapi bidang pemasaran di dalam melaksanakan tugasnya antara lain : 
1.  Belum adanya  wisata alam/buatan
2.  Kurangnya sarana dan prasarana promosi seni budaya dan pariwisata

3. Objek wisata budaya kondisinya belum siap kunjung

4. Belum adanya museum sejarah perjuangan Kota Bekasi
BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 
Permenbudpar dalam rangka meningkatkan apresiasi masyarakat dan pemerintah terhadap karya seni khususnya kesenian tradisional mengluarkan Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Permenbudpar nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM bidang Kesenian. Amanat dalam permen tersebut adalah jenis pelayanan dasar perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Bidang Kesenian serta pengadaan sarana dan prasaranannya.
Sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa ruang lingkup usaha pariwisata begitu luas dan kompleks, yang meliputi usaha objek , usaha sarana pariwisata  dan hiburan umum, yang harus dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan dan terus menerus. Pengawasan izin usaha kepariwisataan dilaksanakan dengan cara monitoring maupun pengendalian dengan usaha kepariwisataan perizinan dalam rangka tertib perizinan dan perlu adanya telaahan tentang Tata Tertib Operasional Tempat Hiburan Umum Kota Bekasi karena tidak sesuai dengan kondisi dilapangan saat ini.
3.2 Tujuan  dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. 
Didalam menetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah sesuai tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2023,  Visi Kepala Daerah Terpilih  “  KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN “   dan kemudian dijabarkan kedalam misi Kota Bekasi :
1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan  memadai;

3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;

4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
5. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

                        Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemban tugas pada misi ke 3  yaitu “  Meningkatkan perekonomian berbasis Potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing “  Kemudian untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah diimplementasikan kedalam Program prioritas pembangunan Kota Bekasi sebanyak 45 program prioritas dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi program prioritasnya adalah :
1. Pengembangan “ Urban tourism” untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Bekasi;

2. Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan sosial, dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan sosial budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ihsan.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. 

Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan : 
1. Meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Melestarikan seni budaya Bekasi
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
Dari tujuan tersebut di atas dijabarkan ke dalam sasaran untuk mendukung program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. 

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.
Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan :
1. Penggalian dan pengembangan potensi pariwisata
2. Meningkatnya promosi seni budaya dan pariwisata
3. Menciptakan wisata budaya siap kunjung
4. Meningkatkan kreatifitas sanggar seni budaya

5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akutabilitas kinerja

3.3 Program dan  Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. 

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. 
Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada Tahun rencana 2019 adalah :
1. Program Promosi Pariwisata
Program ini bertujuan untuk menciptakan tujuan wisata baik wisata alam maupun wisata buatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan langkah langkah sebagai berikut : Penataan dan pengembangan objek wisata alam, menciptakan destinasi wisata baru, melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaku jasa usaha kepariwisataan dan menggali potensi wisata yang ada di Kota Bekasi.

2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan seni budaya Bekasi baik kepada masyarakat Bekasi maupun di propinsi dan nasional. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program ini antara lain : meningkatkan sarana dan prasarana promosi seni budaya dan pariwisata, penyelenggaraan event-event yang menjadi event tahunan dan promosi seni budaya dan pariwisata Bekasi di event propinsi dan nasional.
3. Program Cagar Budaya
Program ini bertujuan untuk melestarikan benda cagar budaya, situs dan monumen yang ada di Kota Bekasi dengan langkah langkah antara lain : melaksanakan kajian terhadap benda cagar budaya, melaksanakan pemeliharaan terhadap benda cagar budaya, situs dan monumen, menciptakan museum sejarah perjuangan dan mempersiapkan wisata budaya.

4. Program Pengembangan Kesenian
Program ini bertujuan untuk melestarikan seni budaya Bekasi melalui kesenian, dengan langkah langkah antara lain : pembinaaan sanggar seni budaya tradisional maupun kontemporer, penyelenggaraan festival seni budaya lokal, regional maupun nasional, meningkatkan kreatifitas sanggar seni budaya melalui festival dan lomba dan penyelenggaraan festival seni budaya Jawa Barat
RENCANA  KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020
PRAMUSRENBANG DISPARBUD

	NO
	BIDANG
	PROGRAM/KEGIATAN
	OUTPUT
	TARGET
	PAGU

	1
	Pariwisata
	Program Promosi Pariwisata
	Jumlah Kawasan Wisata yang ditata
	
	1.700.000.000

	
	
	Fasilitaas Penerapan Sertifikasi Usaha Pada Usaha Jasa Makanan dan Minuman
	Usaha Jasa Kepariwisataan yang berijin
	250 Pelaku Usaha
	300.000.000

	
	
	Fasilitas Penerapan Sertifikasi Usaha pada Usaha Jasa Akomodasi Rekreasi dan Hiburan Malam
	Usaha Jasa Kepariwisataan yang berijin
	300 Pelaku

Usaha
	350.000.000

	
	
	Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal
	Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
	100 Orang

	150.000.000

	
	
	Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Kepariwisataan dan Hiburan Umum
	Usaha Jasa Kepariwisataan yang Berijin
	200 Pelaku Usaha
	200.000.000

	
	
	Pembaangunan Gapura Wisata Kuliner Jl.Kartini
	Kawasan Wisata yang Tertata
	2 Gapura
	150.000.000

	
	
	Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Duta Harapan
	Tertatanya Kawasan Kuliner Duta Harapan
	1 Lokasi
	300.000.000

	
	
	Pengembangan Daerah Wisata Berbasis Kreatif
	Tersedianya Kawasan Wisata Berbasis Kreatif
	1 Lokasi
	250.000.000

	2
	Pemasaran
	Program Pengembangan 
Pemasaran  Pariwisata
	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	
	1.200.000.000

	
	
	Promosi Pariwisata Nusantara
	Terselenggaranya Promosi Seni Budaya dalam Giat Rakernas Apeksi dan Lainnya
	4 event
	700.000.000

	
	
	Bekasi Night Carnival
	Terselenggaranya Event Bekasi Night Carnival dalam Rangaka Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
	1 event
	500.000.000

	3
	Kebudayaan
	Program Cagar Budaya
	Jumlah Benda,Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
	
	1.700.000.000

	
	
	Pemeliharaan Cagar Budaya,Situs dan Monumen di Kota Bekasi
	Terpeliharanya Cagar Budaya,Situs dan Monumen di Kota Bekasi
	8 Cagar Budaya,Situs dan Monumen
	200.000.000

	
	
	Revitalisasi Gedung Pakpak Menjadi Musium Patriot
	Terpeliharanya Barang/Benda Sejarah Kuno
	1 Paket
	500.000.000

	
	
	Pemilihan Abang Mpok Kota Bekasi
	- Terpilihnya Duta Wisata dan Budaya Kota Bekasi
- Terlestarikannya Budaya Lokal Kota Bekasi

- Terpilihnya Juara Abang Mpok Kota Bekasi 2020
	2 Event
1 Pasang Mewakili Kota Bekasi pada MOKA Jabar
	500.000.000

	
	
	Gelar Budaya di 4 Kecamatan Medan Satria
	Terselenggaranya Gelar Budaya di 4 Kecamatan
	5 Event
	300.000.000

	
	
	Festival Bahasa & Sastra Bekasi
	Terlestarikannya Bahasa & Sastra Bekasi
	66 Perwakilan SD,SMP,SMA se-Kota Bekasi
	200.000.000

	4
	Pengembangan Kesenian
	Program Pengembangan Kesenian
	Jumlah Penyelenggaraan Event Bekasi Kreatif
	
	6.200.000.000

	
	
	Penyelenggaraaan Perkembangan Keragaman Budaya Daerah (Dalam Rangka Peringatan Hari-hari Besar)
	Terselenggaranya Pawai Budaya,Malam Hiburan dalam Rangka HUT Kota Bekasi dan Malam Hiburan HUT RI
	3 Event

	   600.000.000

	
	
	Pembinaan terhadap Organisasi Seni Tradisional
	Terbinanya Sanggar Seni Tradisional
	60 Sanggar
	200.000.000

	
	
	Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah (Tk,Wil I,Tk Prov,Tk Nasional)
	Terselenggaranya Festival Budaya Daerah Tingkat Wilayah I Provinsi Jabar dan Tingkat Nasional
	8 Event
	400.000.000

	
	
	Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk SD/SMP/SMA
	Terselenggaranya Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tk Kota Bekasi,Tk Prov Jawa Barat dan Tk Nasional
	3 Event
	400.000.000

	
	
	Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kesenian
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian
	1 Paket
	3.800.000.000

	
	
	Pembentukan dan Pembinaan Marching Band Gita Patriot Kota Bekasi
	Terbentuknya Marching Band ASN dan Non ASN Kota Bekasi
	1 Event

	200.000.000

	
	
	Lomba  Paduan Suara antar SKPD Tk Kota Bekasi
	Terlaksananya Lomba Paduan Suara antar SKPD
	1 Event
	300.000.000

	
	
	Festival Musik Klaborasi Etnis Tk Kota Bekasi
	Terlaksananya Musik Kolaborasi Etnis Tk Kota Bekasi dan Tk Provinsi
	2 Event
	300.000.000

	
	
	J U  M L A H
	
	
	10.800.000.000


BAB IV
PENUTUP

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kota Bekasi diarahkan untuk dapat memperkukuh ketahanan budaya agar mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bersifat negatif dan memfasilitasi penerimaan budaya asing yang bersifat positif serta mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya.

Disamping itu sistem pengelolaan terhadap aset budaya harus dilakukan secara profesional melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar aset budaya dapat berfungsi secara optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi/pariwisata dan pengembangan kebudayaan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu bagian penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Kontribusi terbesar disumbangkan dari retribusi restoran dan pajak hotel.


Sementara retribusi dari sektor pariwisata masih relatif kecil, karena Kota Bekasi belum memiliki daya tarik wisata berupa destinasi wisata baik skala domestik, regional maupun nasional. 

          Bekasi,        Mei  2019
          KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
          KEBUDAYAAN KOTA BEKASI
Drs. AHMAD ZARKASIH
           Pembina Tk. I
           NIP. 19710512 199003 1 005
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